REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2024

POLRI. Pusat Informasi Kriminal Nasional.
Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT

INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa penyelenggaraan pusat informasi kriminal
nasional memerlukan tata kelola dan manajemen sistem
informasi kriminal nasional dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu
disesuaikan yang akan diatur secara internal dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengenai penyelenggaraan pusat informasi kriminal

nasional,
b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu
dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI
KRIMINAL NASIONAL.
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Pasal 1
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat
Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA



